ABSTRAK

Terhadap Putusan MA No0.55/PK/Pid/1996 atas nama Muchtar Pakpahan telah
mencetak sejarah baru dimana Kejaksaan lah yang mengajukan Peninjauan
Kembali (PK), sedangkan secara historis PK hanya dapat dilakukan oleh terpidana
demi menjaga harkat dan martabatnya. Kemudian lahirnya Pasal 30 C huruf h
Undang-Undang Kejaksaan yang baru (UU No. 11 /2021) telah memberikan
suatu kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan PK yang dimana hal ini
dapat mengulang kembali suatu peristiwa yang terjadi pada Tahun 1996 tersebut.
Hal ini dianggap oleh MK telah bertentangan dengan UUD 1945, karena sejatinya
telah merugikan hak konstitusional yang dimiliki oleh seorang terpidana.
Berdasarkan uraian tersebut, didapati rumusan masalah: Pertama, kewenangan
peninjauan kembali Kejaksaan Agung dalam mengajukan PK berdasarkan sistem
peradilan pidana terpadu; Kedua, pertimbangan hakim MK dalam putusan No.
20/PUU-XXI1/2023; Ketiga, pandangan islam terhadap kewenangan peninjauan
kembali Kejaksaan Agung. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian
yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Adapun hasil pembahasan
yang didapati: Pertama, kewenangan Kejaksaan Agung melakukan PK
bertentangan dengan sejarah, asas-asas hukum, dan perbandingan hukum dalam
sistem peradilan pidana terpadu; Kedua, dalam Putusan No. 20/PUU-XX1/2023
hakim kurang mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan sistem peradilan
pidana terpadu; Ketiga, Kewenangan Kejaksaan Agung melakukan PK telah
menjauhkan penegakan hukum kepada ke-maslahat-an dan mendekatkan kepada
musdafat.
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